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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. KESIMPULAN 

Dengan adanya permasalahan di atas maka dapat disimpulkan. 

1. Dalam hal dampak pembagian hak atas harta terhadap istri kedua dalam 

perkawinan poligami di Kota Gorontalo, membawa dampak kecemburun 

secara materil maupun dan non materil karena adanya undang-undang atau 

aturan yang kurang eksplisit yang mengatur tentang pembagian harta. 

Selain itu dampaknya bisa membuat terputusnya silaturrahmi antara istri 

pertama dan istri kedua karena adanya kecemburuan sosial terhadap 

pembagian hak atas harta yang biasanya lebih cenderung dikuasai oleh 

istri pertama. Dampak yang terakhir adalah adanya intimidasi dari istri 

pertama terhadap istri kedua karena dalam aturan atau undang-undang 

mengaskan bahwa harta yang diperoleh dari perkawinan antara suami dan 

istri pertama adalah hak mutlak dari istri pertama dan istri kedua, 

sedangkan harta yang didapatkan sejak adanya perkawinan antara suami 

dan istri kedua merupakan hak dari istri pertama, suami dan istri kedua, 

hal inilah yang memicu adanya intimidasi dari istri pertama terhadap istri 

kedua terhadap pembagian harta. 

2. Dalam hal upaya untuk mengatasi permasalahan pembagian hak atas harta 

istri kedua dalam perkawinaan poligami di kota Gorontalo adalah 

pemisahan harta yaitu harta yang diperoleh dari perkawinan pertama 
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dipisahkan dengan harta yang diperoleh setelah adanya perkawinan kedua, 

yang kedua adalah mediasi yakni upaya yang dilakukan oleh Hakim  untuk 

mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak (istri pertama dan 

istri kedua) untuk mencapai suatu kesepakatan antara keduanya. Yang 

ketiga adalah pembuktian yang dilakuka oleh istri kedua, istri kedua 

dituntut agar dapat membuktikan bahwa harta yang diperkarakan adalah 

benar-benar harta yang didapatkan sejak adanya perkawinan kedua. Ddan 

yang terakhir adalah putusan berdasarkan pemisahan harta, mediasi dan 

pembuktian maka hakim dapat mempertimbangkan kemudian memberikan 

putusan dalam pembagian hak atas harta terhadap istri kedua, putusan 

tersebut bersifat mengikat atau tidak ada upaya hukum setelah putusan 

tersebut. 

5.2. SARAN  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka adapun yang menjadi saran adalah 

1. Melihat adanya aturan yang kurang eksplisit dalam hal dampak pembagian 

atas harta kesadaran hukum oleh masyarakat, serta sikap kooperatif hakim 

dalam menggali fakta hukum, yang terjadi dalam perkara pembagian hak 

atas harta terhadap istri kedua dalam perkawinan poligami. Serta adanya 

kesadaran hukum untuk istri kedua bahwa diapun memiliki hak yang sama 

dalam harta perkawinan sehingganya wujud dari sikap sadar hukum 

tersebut yaitu dengan mengajukan permohonan ataupun gugatan terhadap 

perkara  pembagian hak atas harta di pengadilan agama. Dan harus  aturan 
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atau undang-undang  yang tegas dalam mengatur pembagian harta dalam 

perkawinan poligami. 

2. Agar dapat mengatasi permasalahan pembagian hak atas harta terhadap 

istri kedua haruslah adanya sikap toleransi antara istri pertama daan istri 

kedua dengan dasar bahwa keduannya merupakan istri yang sah dalam 

perkawinan secara hukum dan agama, istri harus mengetahui secara jelas 

mana yang menjadi harta bersama dari suami dan istri pertama dan mana 

harta yang menjadi harta bersama antara suami dengan istri pertama dan 

istri kedua sehingga istri kedua dapat memisahkan harta mana yang 

menjadi hak dari istri pertama dan istri kedua dalam harta bersama. 
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